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Perjudian online telah menciptakan bentuk-bentuk keretakan baru dalam struktur
keluarga yang terjadi secara diam-diam namun berdampak luas, terutama pada anak-anak.
Fragmentasi hubungan dalam rumah tangga digital mengganggu fungsi pengasuhan dan
menciptakan kondisi psikososial yang rentan bagi anak-anak di lingkungan rumah tangga.
Sayangnya, sistem perlindungan anak di Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk
merespons ancaman tidak langsung yang muncul dari dinamika dunia maya di dalam
keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis keterbatasan sistem hukum
dan sosial dalam melindungi anak dari disintegrasi keluarga akibat perjudian online.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian
kepustakaan dan analisis literatur yang relevan dan data sekunder. Data dianalisis dengan
menggunakan pendekatan tematik untuk mengungkap kesenjangan regulasi dan sosial
yang belum mampu mengantisipasi kerusakan struktural dalam keluarga digital. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial dan sektoral, serta
belum menyentuh kompleksitas keluarga yang terpapar praktik digital yang merusak.
Perlindungan anak belum mengintegrasikan indikator risiko baru yang muncul dari
lingkungan online yang tidak terkendali. Diperlukan desain ulang sistem perlindungan
anak yang lebih inklusif, multisektoral, dan adaptif terhadap tantangan keluarga digital
agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin secara komprehensif.

Kata kunci: Disintegrasi, Perjudian Online, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perjudian online semakin mengemuka
sebagai ancaman sosial yang signifikan yang merasuk ke berbagai lapisan masyarakat
Indonesia. Proliferasi akses internet, meluasnya kepemilikan perangkat digital, dan
kurangnya pengawasan regulasi terhadap platform online secara kolektif telah
menciptakan kondisi yang kondusif untuk praktik perjudian yang tidak hanya
mempengaruhi orang dewasa tetapi juga menggoyahkan struktur keluarga (Dwihayuni &
Fauzi, 2021). Dalam rumah tangga yang jenuh teknologi, perjudian online telah
melampaui batas-batas pelanggaran hukum individu, sering kali bertindak sebagai
katalisator perselisihan keluarga (Arifina, Yusnadi, & Machmud, 2024). Ketika seorang
anggota keluarga - seringkali orang tua - terlibat dalam perjudian online, ketahanan
emosional, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial unit keluarga menjadi terancam, yang
sering kali mengarah pada kesulitan keuangan, konflik interpersonal, dan berkurangnya
keterlibatan orang tua (Dwihayuni & Fauzi, 2021; Arifina et al., 2024). Anak-anak di
lingkungan seperti ini menjadi korban yang tidak terlihat, menghadapi pengabaian
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psikologis, marjinalisasi sosial, dan perampasan ruang tumbuh kembang yang aman
(Usada & Akbar, 2024).

Perubahan pola interaksi dalam keluarga akibat konektivitas digital tidak
dapat dilepaskan dari proses disintegrasi sosial secara halus yang sering terjadi
tanpa disadari. Aktivitas online yang berlebihan, termasuk perjudian online,
mengalihkan prioritas orang tua dari mengasuh dan mengawasi anak ke arah
pemenuhan keinginan pribadi yang bersifat adiktif dan konsumtif (Vuchkovski et
al., 2023; Russell et al., 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa tekanan
keuangan yang timbul dari kerugian terkait perjudian berkontribusi pada
meningkatnya konflik rumah tangga, penelantaran anak, kekerasan terhadap
pasangan, dan bahkan perceraian (Hing et al., 2022; Li et al., 2022). Tekanan-
tekanan ini sering kali menurunkan kualitas hidup anak-anak, membatasi akses ke
pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai, serta membebankan beban
psikologis jangka panjang (Saunders & Brown, 2023). Kompleksitas ini semakin
diperparah dengan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mengatasi dinamika
keluarga yang dimediasi secara digital dan pola risiko barunya (Hing et al., 2022;
Russell et al., 2021).

Data terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas
perjudian online di Indonesia cukup besar dan mengkhawatirkan. Menurut laporan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan oleh
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 197.540 anak telah terlibat
dalam praktik perjudian online-termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10
tahun. Di tingkat lokal, temuan dari Serikat Guru di Kabupaten Demak
menunjukkan bahwa 2.000 siswa, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah,
telah terpapar dengan game online yang mengandung konten perjudian, yang
mengakibatkan masalah kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, dan
penggunaan uang saku yang tidak sesuai. Bahkan di daerah perkotaan seperti
Jakarta, data PPATK menunjukkan bahwa 1.836 anak hingga usia 17 tahun terlibat
dalam kegiatan perjudian online, dengan total transaksi mencapai Rp 2,29 miliar.
Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa dampak negatif perjudian online terhadap
keluarga dan anak-anak bukan hanya sekedar hipotesis, tetapi sebuah kenyataan
yang menuntut intervensi nyata.

Meskipun Indonesia secara normatif telah memberlakukan peraturan
perlindungan anak, implementasinya terus menghadapi tantangan yang signifikan
dalam mengatasi masalah kontemporer seperti dampak perjudian online terhadap
stabilitas keluarga. Banyak kerangka hukum yang dibuat tanpa perhatian yang
memadai terhadap dinamika keluarga digital yang terus berkembang, sehingga
tidak ada pengakuan yang memadai tentang bagaimana aktivitas digital
berkontribusi pada penelantaran anak (Islami, 2024). Integrasi keluarga dan ruang
digital memperkenalkan kerentanan baru yang belum dieksplorasi secara
menyeluruh dalam analisis kebijakan perlindungan anak (Lafton et al., 2022;
Hakim et al., 2023). Dalam konteks tersebut, negara masih belum cukup hadir
sebagai pelindung hak-hak anak, terutama ketika gangguan dalam keluarga berasal
dari perilaku digital yang tidak jelas secara hukum, yang sulit dideteksi dan sering
kali bersifat transnasional (Islami, 2024; ANTARA News, 2025). Akibatnya, anak-
anak berada dalam situasi yang ambigu secara hukum, di mana perlindungan sering



kali baru diaktifkan setelah bahaya terjadi dan tidak memiliki mekanisme
pemantauan yang komprehensif dan proaktif (Lafton et al., 2022; Islami, 2024).

Di sisi lain, kompleksitas masalah ini diperparah dengan perhatian yang
tidak proporsional dalam kebijakan publik terhadap keretakan keluarga terkait
perjudian online dibandingkan dengan masalah sosial lainnya. Wacana kebijakan
sering kali memprioritaskan penuntutan pidana dan penyitaan aset, mengabaikan
dimensi penting dari perlindungan anak di dalam lingkungan keluarga yang
terganggu (Wardle et al., 2024; Livingstone & Rintoul, 2023). Anak-anak yang
tinggal di rumah tangga yang menjadi tidak berfungsi karena perjudian online
merupakan populasi yang rentan, yang berisiko mengalami siklus bahaya
antargenerasi, termasuk gangguan perkembangan emosional dan ketidakstabilan
sosial (Wardle et al., 2024; Hing et al., 2022). Selain itu, tidak adanya pendekatan
lintas sektoral yang mengintegrasikan perspektif tentang dinamika keluarga,
digitalisasi, dan perlindungan anak secara hukum membuat banyak wilayah yang
terdampak berada di luar jangkauan intervensi kebijakan hukum dan sosial
(Dwivedi dkk., 2023; Browne dkk., 2023). Kesenjangan peraturan ini
menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah antisipatif untuk
mengatasi bentuk-bentuk kekerasan tidak langsung yang muncul terhadap anak di
era digital (Hing et al., 2022; Livingstone & Rintoul, 2023).

Pada kenyataannya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas
kelembagaan atau keahlian yang memadai untuk menangani kasus-kasus
disintegrasi keluarga yang dipicu oleh perjudian online. Banyak yurisdiksi,
terutama di pusat-pusat kota yang padat penduduk dan daerah pinggiran kota yang
berkembang pesat, tidak memiliki mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi
pola-pola kerusakan hubungan keluarga yang dipicu oleh aktivitas digital (Fauzi et
al., 2025; O'Mullan et al., 2022). Tidak adanya pusat pengaduan yang responsif,
terbatasnya koordinasi antarlembaga antara layanan kesejahteraan anak dan
layanan dukungan keluarga, serta tidak memadainya integrasi perspektif anak ke
dalam manajemen kasus digital memperparah situasi ini (El-Asam dkk., 2021;
Browne dkk., 2023). Dengan percepatan digitalisasi, area-area ini menjadi semakin
rentan, tetapi tetap terabaikan dalam desain kebijakan nasional, yang sering kali
memprioritaskan respons yang bersifat menghukum daripada strategi pencegahan
yang berpusat pada keluarga (O'Mullan et al., 2022; Hing et al., 2022). Akibatnya,
perlindungan anak sering kali diperlakukan sebagai tindakan perbaikan setelah
terjadi kerugian, bukan sebagai bagian dari kerangka kerja pencegahan proaktif
yang berakar pada sistem keluarga yang sehat dan terlindungi secara digital (EI-
Asam et al., 2021; Browne et al., 2023).

Tidak adanya analisis komparatif mengenai hubungan antara disintegrasi
keluarga akibat perjudian online dan efektivitas peraturan perlindungan anak di era
digital menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar penelitian dan kebijakan masih
terfokus pada aspek ekonomi atau kriminalitas dari perjudian online, sementara
dampak struktural terhadap keluarga dan konsekuensinya terhadap anak sering kali
dilihat sebagai efek samping sekunder. Padahal, dalam konteks keluarga digital,
hubungan antara aktivitas online, pola pengasuhan anak, dan keberlangsungan
fungsi keluarga saling berhubungan secara kompleks dan sistematis. Oleh karena
itu, sangat mendesak untuk menghadirkan kerangka hukum yang tidak hanya



mampu mengadili pelanggaran, tetapi juga secara aktif membangun sistem
perlindungan yang mengenali bentuk-bentuk kerentanan anak dalam keluarga yang
terpapar kerusakan akibat perjudian online. Artikel ini mencoba membaca ulang
relasi tersebut, mengeksplorasi kesenjangan regulasi yang ada, dan menyandingkan
fakta sosial tentang disintegrasi keluarga digital dengan arah dan capaian
perlindungan anak di Indonesia yang kerap kali bersifat normatif namun belum
responsif terhadap realitas baru yang berkembang.

A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Perjudian Online

Perjudian adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga
sebagai taruhan (seperti bermain dadu, atau kartu). Sedangkan perjudian online
sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet
sebagai perantaranya. Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa "yang disebut
sebagai judi ialah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan
mendapat untung semata-mata bergantung pada peruntungan, juga karena
permainan itu lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk di dalamnya segala
peraturan mengenai keputusan-keputusan tentang perlombaan atau permainan-
permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba untuk bermain,
demikian pula segala peraturan lainnya" (Zalot, 2023).

Perjudian online merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam
Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Permainan judi online juga dapat menimbulkan kejahatan komputer
pribadi yang biasa disebut dengan (cyber crime). Kejahatan dunia maya adalah
kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer pribadi atau smartphone
sebagai alat utama kejahatan (Fissel & Lee, 2023).

Perjudian online adalah semacam kecanduan, dimana awalnya hanya
mencoba dan mendapatkan kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk
mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan
pemikiran bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka semakin banyak
kemenangan yang akan didapat. Perjudian online sendiri dapat dilakukan dimana
saja dan kapan saja selama penjudi online memiliki banyak waktu luang, sejumlah
uang yang digunakan sebagai taruhan di rekening tabungan pelaku, serta komputer
atau smartphone dan koneksi internet yang digunakan termasuk sebagai alat untuk
melakukan perjudian online (Trisnandi & Ulfatun, 2024).

2. Perlindungan Anak
Perlindungan adalah sesuatu yang mencakup kegiatan yang bersifat
langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara
fisik maupun psikis. Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan
yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas keamanan untuk
memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental (Biirgin et al., 2022).
Sedangkan definisi perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi" (Alifiyah & Anshori, 2023).

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk
melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan
hak-hak anak pada hakikatnya berkaitan langsung dengan pengaturan dalam
peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin
terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama dan terutama didasarkan
pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan tergantung,
disamping adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan
dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Tisdall &
Morrison, 2023).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi tumbuh
kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan
anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik
yang menyangkut hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan
bagi kegiatan perlindungan anak (Aprilianda et al., 2022). Arif Gosita menyatakan
bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan
perlindungan anak dan untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan
yang berakibat negatif yang tidak dikehendaki dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung
jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Upaya
perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan
hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain serta perilaku
yang tidak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan
untuk menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya (Suseno et al., 2025).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang
bertujuan untuk melindungi anak, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, yang mengatur tentang hak-hak anak atas kelangsungan hidup,
tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, UU
No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) melarang penyebaran dan akses terhadap konten perjudian online,
meskipun tidak secara spesifik mengatur dampaknya terhadap anak dalam konteks
keluarga. Pasal 303 KUHP juga mengkriminalisasi praktik perjudian, termasuk
perjudian online. Namun, pemetaan terhadap peraturan-peraturan tersebut
menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih terfragmentasi dan bersifat
sektoral. Tidak ada satu pun peraturan yang secara komprehensif mengaitkan
aktivitas digital ilegal seperti perjudian online dengan kerusakan struktural di dalam
keluarga dan implikasinya terhadap anak sebagai subjek perlindungan. Bahkan
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak tidak
secara eksplisit memasukkan disintegrasi keluarga akibat praktik digital sebagai



bagian dari risiko perlindungan khusus. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi
terhadap kerangka hukum yang berlaku untuk dapat menjawab tantangan kompleks
di era digital.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
kepustakaan dan analisis konten, dengan menggunakan berbagai sumber seperti
undang-undang (misalnya, UU No. 35 Tahun 2014, UU Informasi dan Transaksi
Elektronik, KUHP), jurnal ilmiah tentang perlindungan anak dan kejahatan digital,
dan laporan dari lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola
ketidaksetaraan peraturan dan kelemahan dalam perlindungan anak dalam konteks
keluarga digital yang terdampak oleh praktik perjudian online. Peneliti
mengembangkan tema-tema kunci seperti "fragmentasi kebijakan," "ketiadaan
mekanisme pengawasan keluarga digital," dan "kerentanan anak dalam ruang
domestik virtual." Kerangka analisis mengacu pada model analisis kesenjangan
kebijakan perlindungan anak untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan
implementasi, serta pendekatan sosio-legal yang digunakan untuk memahami
interaksi antara struktur hukum, praktik sosial keluarga, dan perkembangan
teknologi digital di masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini
tidak hanya berusaha mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengeksplorasi
sejauh mana hukum hadir atau tidak hadir dalam menjawab tantangan yang
dihadapi keluarga digital akibat perjudian online (Safarudin et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fragmentasi Hubungan Keluarga dalam Ekosistem Digital yang Tidak
Terpantau
Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem digital telah mengambil peran
dominan dalam membentuk ulang cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari,
termasuk dalam lingkup yang paling intim, yaitu keluarga. Dinamika yang tercipta
dalam rumah tangga digital telah mengalami perubahan yang cukup signifikan,
terutama dalam aspek komunikasi antar anggota keluarga. Penggunaan perangkat
digital yang semakin masif dan konektivitas online yang tak terbatas telah
menggantikan banyak momen interaksi langsung antara orang tua dan anak, serta
antar anggota keluarga lainnya. Kebersamaan yang dulunya dibangun melalui
percakapan tatap muka, kegiatan bersama, atau rutinitas keluarga, kini bergeser
menjadi koneksi yang terfragmentasi melalui layar dan aplikasi. Komunikasi yang
semula bersifat dialogis dan emosional semakin tergantikan oleh komunikasi yang
praktis, sepintas lalu, dan seringkali hanya terjadi satu arah. Dalam rumah tangga
yang dipenuhi dengan aktivitas online tanpa batas dan tidak terkendali, muncul
kesenjangan hubungan yang tidak hanya bersifat spasial tetapi juga emosional.



Ketika komunikasi kehilangan kualitas kedekatannya, ikatan dalam keluarga mulai
terurai secara perlahan.

Transformasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika dilihat
bersamaan dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam perjudian online.
Perilaku seperti itu tidak hanya menghabiskan banyak waktu dan investasi
emosional, tetapi juga sangat merusak kualitas pengasuhan anak. Orang tua, yang
dulunya merupakan pelindung utama dan arsitek moral bagi anak-anak mereka,
sekarang sering kali diambil alih oleh dorongan perjudian kompulsif (Barrera-
Algarin & Véazquez-Ferndndez, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan
perilaku - termasuk perjudian online dan permainan - diakui sebagai gangguan
mental dalam DSM-5 dan ICD-11, yang menyoroti dampak psikologis yang
substansial pada individu dan keluarga mereka (Kelompok Pakar Dewan Eropa,
2024). Dalam banyak kasus, perjudian yang dilakukan oleh orang tua menyebabkan
isolasi sosial di dalam rumah tangga: orang tua tampak hadir secara fisik tetapi
secara mental dan emosional tidak ada - pengabaian yang hampir tidak mungkin
terdeteksi karena terjadi di dalam ruang digital yang bersifat privat (Clark et al.,
2024; Gupta & Derevensky, 2014). Akibatnya, anak-anak di lingkungan seperti ini
tidak memiliki pengasuh yang dapat diandalkan, bimbingan yang konsisten, dan
fondasi emosional yang mengayomi (Dowling et al., 2022).

Tidak adanya peran pengasuhan yang efektif menciptakan keterputusan
emosional yang lebih dalam dalam kehidupan keluarga. Interaksi yang seharusnya
mengandung unsur empati, kasih sayang, dan kedekatan kini digantikan oleh
rutinitas yang mekanis dan acuh tak acuh. Anak-anak tumbuh dalam ruang sosial
yang penuh dengan ketidakpastian, di mana kebutuhan mereka akan kehangatan,
bimbingan, dan pengakuan tidak terpenuhi dengan baik. Dalam situasi ini, keluarga
kehilangan fungsinya sebagai institusi utama yang memberikan rasa aman dan
nyaman. Anak-anak yang hidup di bawah bayang-bayang orang tua yang terjebak
dalam lingkaran perjudian online tidak hanya kehilangan perlindungan secara fisik,
namun juga integritas emosional dan jati diri. Rumah yang seharusnya menjadi
tempat berlindung malah berubah menjadi sumber kecemasan dan tekanan mental.
Lingkungan rumah kehilangan maknanya sebagai ruang yang aman karena
tercemar oleh konflik, ketegangan, dan ketidakstabilan yang muncul dari aktivitas
online yang merusak.

Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan intervensi sosial berbasis
komunitas yang mampu menjangkau keluarga-keluarga yang mengalami
disintegrasi secara diam-diam. Struktur sosial di tingkat lokal yang selama ini
menjadi benteng dalam memantau kondisi warga kini juga menghadapi tantangan
besar akibat melemahnya interaksi komunal. Keluarga yang bermasalah, terutama
yang terpapar perjudian online, seringkali terisolasi dan tidak terdeteksi karena
kerusakan terjadi di ruang digital yang tidak terlihat (Killaspy et al., 2022). Tidak
adanya sistem bantuan sosial yang aktif dan berbasis komunitas menyebabkan
banyak keluarga jatuh ke dalam keruntuhan struktural tanpa pernah menerima
dukungan atau peringatan dini. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme sosial
konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi pergeseran risiko yang
disebabkan oleh digitalisasi dalam rumah tangga. Intervensi sosial yang diperlukan
harus mampu menyentuh sisi privat keluarga tanpa melanggar batas-batas otonomi,



tetapi cukup adaptif untuk menjangkau dinamika baru kehidupan rumah tangga
yang telah terkoneksi secara intensif dengan dunia maya.

Dalam konteks Indonesia, dampak disintegrasi keluarga akibat praktik
perjudian online dapat dilihat dengan jelas di berbagai daerah. Salah satu contoh
konkret terjadi di Desa Tolouwi, Kabupaten Bima, di mana perjudian togel online
berdampak serius terhadap stabilitas keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa
banyak kepala keluarga yang mengalihkan pendapatannya untuk bermain judi
togel, sehingga mengabaikan kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti
pendidikan, kesehatan, dan gizi. Situasi ini mengakibatkan konflik rumah tangga,
kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus anak-anak putus sekolah. Secara sosial,
anak-anak di lingkungan seperti itu mengalami penurunan kualitas hidup secara
signifikan dan kehilangan dukungan emosional dari orang tua yang secara
psikologis terganggu oleh kecanduan digital (Irfan et al., 2024).

Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Bekasi, khususnya di
Kecamatan Cikarang Utara, di mana perjudian online menjadi faktor utama
meningkatnya angka perceraian. Penelitian kualitatif terhadap beberapa pasangan
yang sudah menikah menunjukkan bahwa keterlibatan salah satu pasangan dalam
praktik perjudian online menciptakan ketidakstabilan keuangan yang serius dan
menumbuhkan konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga. Ketika peran
pengasuhan anak terganggu dan stabilitas emosional keluarga runtuh, anak-anak
menjadi korban tersembunyi dari hubungan yang retak. Mereka tidak hanya
kehilangan pengasuh yang konsisten, tetapi mereka juga harus menjalani kehidupan
yang penuh ketidakpastian emosional dan ekonomi (Khoerunisa et al., 2024).
Penelitian-penelitian ini memperkuat argumen bahwa praktik perjudian online di
dalam keluarga bukan hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga merupakan
sumber kerusakan struktural yang membahayakan perkembangan jangka panjang
anak-anak.

Di tengah semua itu, jelaslah bahwa fragmentasi relasi keluarga yang terjadi
dalam ekosistem digital bukan semata-mata akibat kelalaian individu, tetapi juga
cerminan dari ketiadaan struktur pelindung yang responsif terhadap perkembangan
sosial dan teknologi. Keluarga digital yang menghadapi tantangan internal seperti
keterlibatan orang tua dalam praktik perjudian online membutuhkan pendekatan
lintas sektoral yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum atau moral
semata, tetapi juga dukungan sistemik yang menyatukan peran negara, masyarakat,
dan teknologi. Tanpa intervensi yang komprehensif dan terkoordinasi, generasi
muda akan terus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang rapuh, berisiko
kehilangan arah, nilai, dan kesempatan untuk berkembang secara sehat. Oleh karena
itu, perlu dibangun kesadaran kolektif terkait urgensi menjaga keutuhan keluarga di
tengah ekosistem digital yang terus berkembang, agar anak-anak sebagai generasi
penerus bangsa tidak menjadi korban fragmentasi yang tidak terlihat namun sangat
nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2. Rapuhnya Sistem Perlindungan Anak terhadap Ancaman Tidak
Langsung Disintegrasi Keluarga

Sistem perlindungan anak di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan

serius dalam mengantisipasi dan merespons bentuk-bentuk ancaman tidak



langsung, terutama yang bersumber dari disintegrasi keluarga akibat perjudian
online. Ancaman semacam ini bersifat senyap, terjadi di ruang-ruang domestik yang
tidak mudah dijangkau oleh intervensi formal dan sering kali luput dari sistem
deteksi dini. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang
terlibat dalam praktik perjudian online berisiko mengalami berbagai bentuk
kerugian psikologis dan sosial, namun seringkali tidak tercatat dalam sistem
perlindungan resmi karena tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik atau
pelanggaran hukum. Ketika negara hanya mengandalkan data administratif atau
laporan yang muncul setelah kejadian besar seperti kekerasan atau penelantaran,
ribuan anak yang hidup dalam kondisi tekanan emosional dan ketidakstabilan
struktural dalam keluarga menjadi kelompok yang tidak tersentuh perlindungan
apapun.

Selain itu, kebijakan yang dirancang untuk menangani perjudian online
masih berorientasi pada pendekatan represif terhadap pelaku dewasa, tanpa
mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak-anak di lingkungan
keluarga. Fokus penegak hukum dan regulator cenderung terbatas pada tindakan-
tindakan seperti menutup akses, menangkap pelaku, atau memblokir situs, tanpa
ada upaya lebih lanjut untuk menelusuri bagaimana lingkungan keluarga pelaku
terpengaruh oleh tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, ketika seorang ayah atau
ibu ditangkap karena terlibat dalam perjudian digital, tidak ada mekanisme tindak
lanjut untuk memastikan anak-anak yang ditinggalkan tetap berada dalam
pengasuhan yang aman dan memadai (Hing et al., 2022). Kebijakan yang tidak
melibatkan perspektif anak dalam keseluruhan proses menyebabkan perlindungan
menjadi timpang dan tidak sepenuhnya mengatasi kompleksitas masalah. Anak
diposisikan sebagai objek pasif yang keberadaannya tidak dipertimbangkan dalam
mata rantai kebijakan, padahal mereka menanggung beban psikologis yang besar
dari runtuhnya stabilitas keluarga.

Meskipun perlindungan anak telah menjadi agenda kebijakan nasional,
namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak mampu
mengatasi dampak tersembunyi dari praktik perjudian online di lingkungan
keluarga. Menurut laporan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), yang dikonfirmasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), setidaknya 197.540 anak Indonesia terlibat dalam praktik perjudian online,
termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Hal ini menunjukkan lemahnya akses
digital dan tidak adanya pengawasan domestik yang efektif. Selain itu, sebuah kasus
di Jakarta mengungkapkan bahwa 1.836 anak hingga usia 17 tahun telah terlibat
dalam transaksi perjudian online senilai lebih dari Rp 2,29 miliar, menunjukkan
sifat mendalam dan sistemik dari masalah ini, yang merembes ke dalam lingkungan
keluarga tanpa terdeteksi secara formal. Sayangnya, tidak ada mekanisme hukum
atau sosial yang secara aktif mengawasi anak-anak dalam situasi seperti itu, karena
sistem perlindungan masih bergantung pada laporan kekerasan fisik atau kekerasan
yang terlihat.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pendekatan integratif dan lintas
sektoral dalam menangani isu-isu yang berada di persimpangan antara dunia digital,
dinamika keluarga, dan perlindungan anak. Lembaga yang mengatur urusan
komunikasi dan informasi, lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan



keluarga, dan lembaga perlindungan anak masih berjalan dalam koridor tugas
masing-masing tanpa koordinasi yang efektif. Akibatnya, muncul kekosongan
kelembagaan di mana tidak ada satu pun aktor yang benar-benar bertanggung jawab
terhadap anak-anak yang terdampak oleh kerusakan struktural keluarga akibat
faktor online. Upaya untuk mengintegrasikan sistem pemantauan risiko anak
berbasis rumah tangga secara digital belum menjadi agenda utama, sementara
fenomena perjudian online terus berkembang dengan cepat dan luas. Ketika
pendekatan sektoral masih mendominasi, maka isu-isu lintas disiplin seperti ini
akan selalu tertinggal dalam respon kebijakan dan penanganan di lapangan.

Lebih jauh lagi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menangkap
efek domino kerusakan keluarga terhadap perlindungan anak secara menyeluruh.
Undang-undang dan kebijakan turunannya seringkali melihat pelanggaran terhadap
anak dari perspektif tunggal, yaitu ketika terjadi kekerasan secara eksplisit,
eksploitasi seksual, atau penelantaran fisik yang kasat mata. Dampak disintegrasi
keluarga akibat praktik perjudian online jauh lebih kompleks dan berlapis-lapis.
Anak-anak mungkin bersekolah dan terlihat sehat secara fisik, namun mengalami
kerusakan psikologis akibat hidup dalam ketegangan, konflik, dan kekacauan
emosional yang terus-menerus. Tanpa pembacaan yang lebih luas terhadap bentuk-
bentuk kerentanan baru ini, sistem perlindungan hukum akan terus gagal untuk
mengenali dan mencegah bahaya yang datang bukan dalam bentuk kekerasan fisik,
tetapi melalui pembusukan hubungan sosial yang tidak terlihat oleh aturan hukum
konvensional.

Dalam situasi seperti itu, dimensi psikososial anak sering kali terabaikan
dalam proses penilaian risiko, yang sebagian besar masih bergantung pada data
administratif formal dan laporan insiden. Saat ini, belum ada mekanisme yang
benar-benar mengeksplorasi pengalaman hidup anak-anak dari keluarga yang
terkena dampak praktik perjudian digital (Oviedo-Trespalacios et al., 2023; Browne
et al., 2023). Bahkan lembaga yang diberi mandat untuk melindungi anak-anak
cenderung menekankan pada dimensi hukum dan fisik dari bahaya, sementara
aspek emosional dan sosial tetap kurang diprioritaskan dalam intervensi (Dowling
et al., 2022; Langham et al., 2016). Bagi anak-anak yang terkena dampak,
pengalaman pengabaian emosional, menyaksikan konflik rumah tangga yang
didorong oleh tekanan keuangan terkait perjudian, atau tinggal di lingkungan yang
tidak stabil secara kronis memberikan efek negatif jangka panjang pada
perkembangan kepribadian dan hasil di masa depan (Binde, 2022; Hing et al.,
2022). Ketika kerentanan seperti itu tidak ada dalam parameter inti kebijakan
perlindungan anak, negara berisiko menumbuhkan generasi yang tumbuh di bawah
bekas luka struktural yang ditinggalkan oleh keruntuhan keluarga yang digerakkan
oleh digital (Dowling et al., 2022; Binde, 2022).

Kerapuhan sistem perlindungan anak terhadap ancaman tidak langsung dari
disintegrasi keluarga bukan hanya masalah kelemahan hukum atau keterbatasan
anggaran, tetapi juga karena cara pandang yang belum sepenuhnya berubah untuk
beradaptasi dengan tantangan zaman. Di dunia yang telah berubah drastis akibat
digitalisasi, anak-anak menghadapi ancaman yang tidak selalu bersifat fisik atau
kriminal, tetapi lebih banyak berasal dari keruntuhan emosional, pengabaian
pengasuhan, dan hilangnya rasa aman di rumah mereka sendiri. Sistem



perlindungan yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu membaca tanda-tanda
kerusakan yang tidak terdeteksi oleh laporan resmi namun dirasakan dalam
keseharian anak. Diperlukan pendekatan yang holistik, adaptif, dan terintegrasi
yang tidak hanya merespons kekerasan yang sudah terjadi tetapi juga mampu
mencegah kerusakan yang masih terjadi secara diam-diam di balik tembok rumah
yang dipenuhi dengan aktivitas online yang tidak terkendali.

3. Ketimpangan Respons Regulasi terhadap Dinamika Digital dalam

Konteks Pengasuhan Anak

Ketimpangan respon regulasi terhadap dinamika digital dalam konteks
pengasuhan anak semakin memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem
hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Ketika transformasi digital
berkembang pesat dan menjangkau hampir semua aspek kehidupan rumah tangga,
sistem hukum tertinggal dalam merespons perubahan tersebut. Ruang keluarga
yang dulunya tertutup dan statis, kini menjadi ruang yang sangat terbuka dan
dinamis akibat konektivitas digital yang nyaris tanpa batas. Sayangnya, sistem
pengaturan yang ada masih bertumpu pada pendekatan tradisional yang
memandang keluarga sebagai entitas yang homogen, tidak berubah, dan selalu
dalam kondisi stabil. Perubahan perilaku, interaksi, dan relasi dalam keluarga akibat
penetrasi teknologi belum diikuti dengan pembaruan regulasi yang memadai.
Akibatnya, ketika masalah serius muncul seperti keterlibatan orang tua dalam
perjudian online, sistem hukum tidak memiliki perangkat untuk memahami dan
menangani dampak luas dari fenomena ini, terutama pada anak-anak yang tinggal
di keluarga yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampaknya.

Tanggapan regulasi terhadap perjudian online di Indonesia sebagian besar
berfokus pada tindakan hukuman yang menargetkan pelanggar, mengabaikan
keluarga sebagai unit sosial yang sangat rentan. Kebijakan yang ada saat ini lebih
menekankan pada pemblokiran situs web, penangkapan jaringan, dan pelacakan
keuangan daripada mengintegrasikan strategi pencegahan berbasis edukasi dan
rumah tangga (Jang & Ko, 2023; Thomas et al., 2022). Namun, banyak kasus
perjudian online terjadi secara diam-diam di dalam rumah, sering kali melibatkan
salah satu atau kedua orang tua dan berlangsung dalam waktu yang lama sebelum
ketahuan (Hing et al., 2022). Selama masa ini, anak-anak terpapar pada perilaku
orang tua yang berubah, ketegangan keluarga yang meningkat, dan kerusakan
emosional yang mendalam, sementara negara tidak memiliki mekanisme yang
secara eksplisit dirancang untuk melindungi anak-anak dari proses yang merusak
tersebut (Russell et al., 2021; Browne et al., 2023). Tidak adanya kerangka kerja
pencegahan yang berorientasi pada dinamika keluarga digital menyoroti
kesenjangan yang terus-menerus terjadi dalam kebijakan publik, yang terus
mengkonseptualisasikan pengasuhan sebagai masalah domain fisik daripada
mengakui integrasi kehidupan keluarga ke dalam ruang digital (Thomas et al., 2022;
Hing et al., 2022).

Selain itu, ketidakmampuan sistem hukum untuk menyediakan skema
perlindungan hukum khusus bagi anak-anak yang tinggal di keluarga yang terkena
dampak perjudian online semakin memperburuk situasi. Peraturan yang ada belum
mengakui bahwa ada bentuk-bentuk kerentanan baru yang muncul dari praktik



online ilegal yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Belum ada pasal,
protokol, atau kebijakan yang secara eksplisit merespons kondisi anak yang
terganggu secara emosional, psikologis, dan bahkan fisik akibat perilaku digital
orang tuanya yang merusak. Perlindungan hukum masih terbatas pada kasus-kasus
kekerasan fisik, eksploitasi seksual, atau penelantaran dalam pengertian formal,
tanpa menjangkau bentuk-bentuk kerentanan yang bersifat non-fisik namun sangat
merusak keseimbangan hidup anak. Minimnya perhatian terhadap situasi ini
mengindikasikan bahwa sistem hukum belum benar-benar masuk ke dalam logika
keluarga digital sebagai entitas sosial baru yang membawa tantangan yang berbeda
dari sebelumnya.

Ketimpangan ini juga diperparah dengan tidak sejalannya kerangka regulasi
perlindungan anak dengan arah kebijakan ekonomi digital nasional yang semakin
terbuka dan pro-pasar. Pemerintah secara aktif mendorong digitalisasi di berbagai
sektor, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi rumah tangga, namun
di sisi lain belum memberikan perhatian yang sepadan terhadap risiko yang muncul
dari keterbukaan tersebut. Regulasi perlindungan anak tidak diperkuat secara
paralel untuk menghadapi kemungkinan bahwa ruang-ruang digital yang
digerakkan oleh negara juga dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti
perjudian online. Dengan kata lain, negara mendorong masyarakat masuk ke dalam
ruang digital tanpa memberikan pagar perlindungan yang memadai, terutama bagi
kelompok rentan seperti anak-anak. Ketika rumah tangga menjadi pusat aktivitas
digital, maka celah kebijakan yang tidak mampu mengakomodasi potensi risiko di
dalamnya akan berujung pada terabaikannya hak-hak anak yang seharusnya
dilindungi oleh negara.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena banyak daerah di Indonesia,
terutama daerah pinggiran kota dan daerah pinggiran kota yang berkembang pesat,
yang tidak terjangkau oleh program literasi digital keluarga atau pengawasan
online. Daerah-daerah tersebut mengalami pertumbuhan konektivitas digital yang
pesat, namun tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sosial dan pendidikan
keluarga untuk memahami, mengelola, dan melindungi diri mereka sendiri dari
bahaya dunia maya. Dalam banyak kasus, orang tua bahkan tidak memiliki
pengetahuan dasar tentang dampak jangka panjang dari aktivitas digital yang
merusak, termasuk perjudian. Sementara itu, kebijakan afirmatif dari negara untuk
menjangkau keluarga-keluarga ini masih minim, sporadis, dan belum menjadi
prioritas pembangunan sosial. Absennya negara dalam membangun kesadaran
digital keluarga membuat anak-anak di daerah-daerah tersebut semakin rentan
terhadap risiko disfungsi keluarga yang tidak terdeteksi.

Dari semua kenyataan tersebut, jelas bahwa ketimpangan respons regulasi
tidak hanya berbahaya karena menciptakan celah hukum, tetapi juga karena
menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap anak sebagai pihak yang paling
rentan dalam perubahan sosial akibat digitalisasi. Pengasuhan anak di era digital
tidak bisa lagi dilepaskan dari arsitektur kebijakan teknologi dan ekonomi, dan oleh
karena itu regulasi yang ada harus mampu menjembatani kepentingan antara
pertumbuhan digital dan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak. Ketika
sistem hukum gagal membaca pergeseran nilai, struktur, dan pola kehidupan dalam
keluarga digital, anak-anak dibiarkan tumbuh di ruang terbuka namun tanpa



perlindungan, di rumah yang terkoneksi namun mengalami disorientasi, dan di
masyarakat yang melek teknologi namun buta akan luka yang ditinggalkan akibat
ketiadaan hukum yang memihak pada kepentingan mereka.

4. Analisis Kesenjangan Peraturan

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relevan, analisis
menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam melindungi anak-anak
dari dinamika keluarga digital, terutama dalam konteks perjudian online. Pertama,
UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024) telah menambahkan Pasal 16A ayat (1),
yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan
perlindungan bagi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka.
Namun, hingga awal tahun 2025, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
(TKPAPSE) yang seharusnya menjadi turunan teknis dan operasionalisasi dari
pasal ini masih dalam tahap harmonisasi dan belum diimplementasikan secara
penuh. Artinya, TKPAPSE belum secara sistematis mengatur mekanisme seperti
verifikasi usia, pembatasan akses, atau fitur kontrol orang tua dalam aplikasi (Fitri
& Rahmadhani, 2024).

Kedua, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang
mengatur hak-hak dasar anak dan melarang kekerasan, diskriminasi, dan
eksploitasi. Namun, peraturan ini tidak memasukkan ketentuan khusus untuk
mengatasi risiko disfungsi keluarga yang disebabkan oleh praktik digital seperti
perjudian online, apalagi peran teknologi dalam mempercepat disintegrasi rumah
tangga. Kurangnya adaptasi terhadap konteks digital membuat perlindungan anak
terfragmentasi, terisolasi dari ancaman-ancaman baru yang berbasis pada ruang
virtual keluarga.

Ketiga, meskipun Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025
mengamanatkan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menerapkan fitur
klasifikasi konten, verifikasi usia, dan kontrol, dan bukan sekadar moderasi konten,
implementasi di lapangan masih belum optimal. Salah satu kendalanya adalah
rendahnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua, serta kurangnya sinergi
antar lembaga (pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
Komdigi, dan penyedia platform) untuk memastikan implementasi kebijakan yang
komprehensif. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada memang memiliki
potensi perlindungan, tetapi belum sampai pada tataran kebijakan dan implementasi
dalam keluarga digital, terutama dalam konteks ancaman laten seperti perjudian
online.

5. Mendesain Ulang Perlindungan Anak di Era Keluarga Digital yang
Rentan
Urgensi untuk mendesain ulang sistem perlindungan anak semakin
mendesak seiring dengan munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru dari struktur
keluarga digital yang tidak stabil. Dalam situasi saat ini, keretakan keluarga akibat
dinamika dunia maya, termasuk keterlibatan salah satu atau kedua orang tua dalam
praktik perjudian online, tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah domestik semata,
tetapi telah menjadi masalah sosial yang membutuhkan perhatian hukum dan



kebijakan yang sistematis. Regulasi yang ada belum dirancang untuk mengenali
dan mengantisipasi bentuk-bentuk perusakan yang terjadi secara diam-diam
melalui ruang digital, padahal dampaknya terhadap tumbuh kembang anak sangat
signifikan. Dalam realitas ini, penyusunan regulasi yang secara eksplisit
menjadikan perusakan struktur keluarga berbasis digital sebagai salah satu ancaman
utama perlindungan anak menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda.
Regulasi tersebut harus melampaui pendekatan formal yang selama ini terbatas
pada kekerasan fisik dan eksploitasi konvensional, dan mulai merambah ke wilayah
abu-abu yang selama ini terabaikan, seperti pengabaian emosional, keterputusan
sosial, dan ketidakstabilan psikologis yang bersumber pada praktik-praktik digital
yang merusak dalam rumah tangga.

Untuk menjawab tantangan yang kompleks ini, desain ulang perlindungan
anak tidak dapat menjadi tanggung jawab satu lembaga atau sektor saja. Sebaliknya,
keterlibatan multisektor secara aktif dan berkelanjutan sangat penting untuk
membangun kerangka kerja pemulihan yang komprehensif bagi anak-anak yang
tinggal di lingkungan keluarga yang terganggu. Sektor hukum, teknologi,
pendidikan, kesehatan mental, dan layanan sosial harus berkolaborasi untuk
membangun pendekatan yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi
juga mampu menyembuhkan luka psikologis dan trauma yang dialami anak-anak
tersebut (Stritzke et al., 2021; Breen et al., 2022). Untuk anak-anak yang terkena
dampak dari keretakan keluarga akibat perjudian online, misalnya, kolaborasi
antara lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, penyedia layanan
rehabilitasi, dan jaringan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan ruang
yang aman dan berkelanjutan untuk pemulihan (Rintoul et al., 2023). Tanpa
mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengatasi dampak psikososial
dan ekonomi, anak-anak berisiko terjebak dalam siklus pengabaian dan
perampasan, serta kehilangan hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dalam
lingkungan yang penuh kasih, stabil, dan mendukung (Browne dkk., 2023; Hing
dkk., 2022).

Salah satu pendekatan yang sangat penting namun kurang dioptimalkan
dalam sistem perlindungan anak saat ini adalah intervensi berbasis komunitas lokal.
Di tengah keterbatasan kapasitas negara untuk menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, komunitas lokal memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam
mendeteksi gejala disfungsi keluarga, merespons kebutuhan darurat anak, dan
membangun sistem dukungan sosial yang relevan dengan konteks sosial dan
budaya setempat. Dengan memperkuat kapasitas kader lokal, tokoh masyarakat,
dan organisasi berbasis masyarakat, sistem perlindungan anak dapat menjadi lebih
adaptif terhadap realitas yang berubah dengan cepat di era digital. Komunitas dapat
menjadi tempat di mana anak-anak merasa aman untuk mengungkapkan masalah,
di mana keluarga mendapatkan edukasi digital secara langsung, dan di mana
intervensi sosial dapat dilakukan sebelum keretakan keluarga mencapai titik krisis.
Sayangnya, hingga saat ini, model komunitas seperti ini masih jarang digunakan
sebagai basis utama kebijakan nasional, padahal sangat efektif untuk membangun
jaringan perlindungan sosial yang dinamis dan partisipatif.

Sebagai bagian dari desain ulang sistem perlindungan anak, indikator risiko
yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi rentan pada anak perlu diperluas



secara substansial. Saat ini, indikator yang digunakan masih sangat terbatas pada
data administratif seperti status ekonomi, status pendidikan, dan riwayat kekerasan
fisik. Sementara itu, paparan terhadap perilaku digital yang merusak dalam
keluarga, seperti keberadaan konten perjudian, akses ke situs ilegal, dan
ketergantungan digital orang tua, belum dimasukkan ke dalam kategori variabel
risiko yang diakui secara formal. Dengan memasukkan faktor-faktor ini, negara dan
institusi terkait dapat mulai membangun sistem peringatan dini berdasarkan realitas
kehidupan digital saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan intervensi yang lebih
cepat dan tepat sasaran, tetapi juga melegitimasi bentuk-bentuk kerentanan yang
selama ini tersembunyi dan tidak terdefinisi dalam kerangka kerja perlindungan
anak yang lama. Dalam konteks ini, perluasan indikator tidak hanya bersifat teknis,
tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami anak sebagai
subjek yang hidup di lingkungan digital yang penuh dengan potensi dan risiko.
Semua upaya ini pada akhirnya harus bermuara pada pembentukan sistem
pengawasan berbasis keluarga yang didukung oleh teknologi yang inklusif dan
demi kepentingan terbaik bagi anak. Teknologi yang selama ini sering menjadi
pemicu rusaknya hubungan keluarga perlu direklamasi dan diubah menjadi alat
perlindungan. Sistem pengawasan ini tidak harus bersifat represif, tetapi dapat
dibangun sebagai ekosistem digital yang memfasilitasi pengawasan positif,
penguatan hubungan keluarga, dan pelaporan yang ramah anak. Aplikasi
pendidikan keluarga, alat pelacak penggunaan internet di rumah tangga, dan
platform pengaduan digital yang mudah diakses dapat menjadi bagian dari
infrastruktur perlindungan baru yang lebih adaptif. Yang terpenting, teknologi ini
harus dikembangkan dengan pendekatan yang inklusif, memperhatikan kelompok-
kelompok yang kurang memiliki akses, dan memastikan setiap anak memiliki
saluran yang aman untuk menyuarakan pengalamannya ketika mengalami tekanan
atau kekerasan dalam rumah tangga secara digital. Dengan demikian, perlindungan
anak tidak hanya menjadi agenda negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab
bersama antara masyarakat, teknologi, dan sistem keluarga itu sendiri dalam
menciptakan masa depan yang lebih aman dan manusiawi bagi setiap anak.

D. KESIMPULAN

Disintegrasi keluarga akibat perjudian online merupakan fenomena yang
tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan sebagai gejala sosial
yang kompleks yang secara langsung menyentuh aspek perlindungan anak di era
digital. Fragmentasi relasi dalam keluarga, lemahnya deteksi dini terhadap kondisi
anak yang terdampak, serta ketimpangan regulasi dalam merespon dinamika ruang
domestik yang telah terkoneksi dengan dunia maya menunjukkan bahwa sistem
hukum dan kebijakan yang ada belum mampu beradaptasi dengan perubahan
zaman. Anak menjadi korban tersembunyi dari kerusakan struktural yang
bersumber dari aktivitas online ilegal yang dilakukan di ruang privat keluarga, tanpa
adanya intervensi pencegahan maupun sistem perlindungan yang memadai. Untuk
itu, diperlukan desain ulang perlindungan anak yang tidak hanya memperbaiki
kerangka hukum yang ada, tetapi juga membangun pendekatan lintas sektoral dan
berbasis masyarakat yang didukung oleh teknologi yang inklusif. Sistem



perlindungan anak di masa depan harus mampu mengenali bentuk-bentuk
kerentanan baru yang muncul akibat praktik digital yang merusak di rumah tangga
dan mengintegrasikan instrumen hukum, sosial, dan digital ke dalam satu kebijakan
yang responsif dan berpihak pada anak. Dengan demikian, perlindungan anak di era
keluarga digital yang rentan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan
berkelanjutan.
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